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Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan,

Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No.

0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan

untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga

kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

 

Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli

masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya,

sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan

pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu

terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui

wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan

dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah

18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan

dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta

faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan.

 

Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan

interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang

Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan

musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami

isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian

dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil

penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang

Kelurahan.

 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang

dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap

pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih

sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada

perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya
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mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses

kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut

dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut

adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan

itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi.

Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena

keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan

terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu

sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak

antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang.

 

Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak

kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta

proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan

akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua,

perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat

kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat

ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif.

Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil

musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri.


